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BAB I 

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN  

 
 

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan 

Topik Pengawasan APP yang diambil dalam kegiatan analisis data ini 
yaitu Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa yang termasuk dalam Tema 
Pengawasan Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Desa, sebagai 
bagian dari Sektor Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan 
Daerah. Informasi yang akan diperoleh antara lain: 
- analisis atas kebijakan tata kelola aset desa; 
- potret pengelolaan aset desa (lingkup pencatatan inventaris desa);  
- identifikasi permasalahan/hambatan terkait manajemen aset desa; 
- rekomendasi perbaikan. 

B. Identitas Obyek Pengawasan 

Analisis data dilakukan terhadap objek pengawasan yaitu pada 
Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan 299 Pemerintah Desa yang ada 
di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. 

C. Matrik Desain Pengawasan 

Desain pengawasan sebagai berikut: 
Pertanyaan Audit : - Apakah terdapat permasalahan 

dalam pencatatan inventaris desa? 
  - Bila ada, langkah apa yang perlu 

dilakukan untuk mengatasinya? 
Kriteria Digunakan : - UU 6/2014 
  - PP 43/2014 jo PP 47/2015 jo PP 11/2019 
  - Permendagri 20/2018 
  - Permendagri 1/2016 
  - Permendagri 73/2020 
Informasi Dibutuhkan : - Aturan Daerah terkait pengelolaan 

aset desa 
  - Data inventaris desa 
  - Data IKG 
  - Data IPM 
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Sumber Informasi : - Pemerintah Kabupaten Tanggamus 
  - Pemerintah Desa pada Kabupaten 

Tanggamus 
Metode Pengumpulan Informasi: - Reviu dokumen 
  - Wawancara 
  - Observasi 
  - Pengolahan database 
Metode Analisis Dipergunakan : - Analisis deskriptif 
  - Analisis perbandingan 
Keterbatasan/Risiko : - Kesulitan pengumpulan data dari 

Pemerintah Desa 
Antisipasi Risiko : - Koordinasi dengan Pemerintah Desa 

melalui Pemerintah Kabupaten 
Tanggamus 
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BAB II 

KEGIATAN ANALISIS DATA 

 

A. Kegiatan Analisis Data 

Dataset yang akan dibuat membutuhkan data antara lain: 
- Database inventaris desa; 
- Data IDM; 
- Data IKG. 
Berdasarkan data tersebut, selanjutnya akan dilakukan pengelompokan-
pengelompokan sesuai dengan kebutuhan analisis, diantaranya 
pengelompokan berdasarkan: 
- Sumber perolehan aset desa; 
- Jenis aset desa; 
- Proses pelaksanaan kegiatan inventarisasi; 
- Klaster kategori IDM; 
- Klaster kategori IKG. 
Kegiatan selanjutnya adalah menganalisis hubungan antara faktor-faktor 
yang diperkirakan akan mempengaruhi proses pelaksanaan inventarisasi 
dengan menggunakan perhitungan koefisien korelasi Pearson dan 
dibuatkan simpulan. Selain itu dilakukan juga analisis berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi untuk menentukan faktor-faktor lainnya dan 
dibuatkan simpulan. 

B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya 

1. Kebijakan Tata Kelola Aset Desa di Kabupaten Tanggamus 
Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memiliki aturan mengenai 
pengelolaan aset desa dan belum ada perintah kepada Pemerintah 
Desa agar menyusun daftar inventaris/aset. 

2. Analisis Data Terkait Proses Inventarisasi Aset Desa dan Kaitannya 
dengan IDM dan IKG 

Input inventaris desa telah dilakukan oleh Pemerintah Desa pada 
database. Terhadap hasil input tersebut belum dilakukan verifikasi 
oleh Pemerintah Daerah sehingga belum sepenuhnya dapat diyakini 
kualitasnya. Sedangkan data IDM diperoleh dari Kemendes PDTT, dan 
data IKG diperoleh dari BPS. Hasil analisis terhadap data tersebut 
sebagai berikut: 
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a. Rekapitulasi Aset Berdasarkan Sumber Perolehan 
Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan 26 April 2022, 
nilai aset desa pada Kabupaten Tanggamus sebesar 
Rp1.805.681.910.328,77 direkapitulasi berdasarkan sumber 
perolehan dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 1. Rekapitulasi Aset Berdasarkan Sumber Perolehan 

 

b. Rekapitulasi Aset Berdasarkan Jenis Aset Per Wilayah 
Kecamatan/Desa 
Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan 26 April 2022, 
nilai aset desa pada Kabupaten Tanggamus sebesar 
Rp1.805.681.910.328,77 direkapitulasi berdasarkan jenis aset per 
wilayah kecamatan/desa dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 2. Rekapitulasi Aset Berdasarkan Jenis Aset Per Wilayah 
Kecamatan/Desa 

 

c. Jumlah Desa yang Telah Melakukan Inventarisasi Aset Desa 
Penyusunan klaster status desa yang telah melakukan input 
inventaris dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai aset yaitu: 
- Desa sudah input merupakan desa dengan nilai inventaris 2 

milyar rupiah atau lebih; 
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- Desa sedang proses input merupakan desa dengan nilai 
inventaris di bawah 2 milyar rupiah; 

- Desa belum input merupakan desa dengan nilai inventaris nol 
rupiah. 

Penentuan angka 2 milyar rupiah sebagai batas penilaian 
dilakukan dengan mempertimbangkan perkiraan nilai belanja 
modal desa dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Hal ini 
dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat menyusun prioritas 
desa mana yang perlu memperoleh pendampingan lebih intensif. 
Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan 26 April 2022, 
dari 299 desa pada Kabupaten Tanggamus telah dilakukan input 
pada database dengan rincian sebagai berikut: 
- sudah input sebanyak 178 desa; 
- sedang dalam proses input sebanyak 97 desa; dan 
- belum input sebanyak 24 desa. 
Grafik 1. Proporsi Input Data Inventaris Desa 

 
Grafik 2. Status Input Data Inventaris Desa Per Kecamatan 

 

d. IDM 2021 
Penyusunan klaster status IDM pada 299 desa di Kabupaten 
Tanggamus berdasarkan Kemendes PDTT yaitu: 

- desa maju sebanyak 51 desa; 
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- desa berkembang sebanyak 242 desa; 
- desa tertinggal sebanyak 6 desa. 

Grafik 3. Proporsi klaster IDM 

 

e. Koefisien Korelasi Pearson: IDM Terhadap Status Inventarisasi 
Berdasarkan metode perhitungan koefisien korelasi Pearson 
sebagai berikut: 

 
n = 299 
ΣX = 200,6842 
ΣY = 178 
ΣXY = 119,6753 
ΣX2 = 135,3728733 
ΣY2 = 178 
r = 0,02928122 
Nilai koefisien tersebut menunjukkan korelasi positif yaitu semakin 
tinggi nilai IDM, maka semakin besar kemungkinan inventarisasi 
aset telah dilaksanakan. Namun nilai korelasi yang sangat kecil 
mendekati nol menunjukkan IDM hampir tidak berpengaruh 
terhadap status inventarisasi, sehingga tidak cukup kuat untuk 
dijadikan patokan dalam menyusun kebijakan prioritas 
pembinaan. 

f. IKG 2021 
Berdasarkan BPS, tidak terdapat klaster IKG. Data IKG yang 
diterbitkan oleh BPS hanya memuat nilai IKG masing-masing desa 
saja. Untuk mempermudah penyusunan prioritas pembinaan, 
maka disusun klaster IKG sebagai berikut: 

- kesulitan geografis rendah (IKG<30) sebanyak 60 desa 
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- kesulitan geografis sedang-rendah (30<=IKG<50) sebanyak 
213 desa 

- kesulitan geografis sedang-tinggi (50<=IKG<70) sebanyak 26 
desa; 

- kesulitan geografis tinggi (IKG>=70) sebanyak 0 desa. 
Grafik 4. Proporsi klaster IKG 

 

g. Koefisien Korelasi Pearson: IKG Terhadap Status Inventarisasi 
Berdasarkan metode perhitungan koefisien korelasi Pearson 
sebagai berikut: 

 
n = 299 
ΣX = 10.974,55016 
ΣY = 178 
ΣXY = 6.477,733134 
ΣX2 = 426.920,5998 
ΣY2 = 178 
r = -0,04219950409 
Nilai koefisien tersebut menunjukkan korelasi negatif yaitu semakin 
rendah nilai IKG, maka semakin besar kemungkinan inventarisasi 
aset telah dilaksanakan. Namun nilai korelasi yang sangat kecil 
mendekati nol menunjukkan IKG hampir tidak berpengaruh 
terhadap status inventarisasi, sehingga tidak cukup kuat untuk 
dijadikan patokan dalam menyusun kebijakan prioritas 
pembinaan. 

Visualisasi analisis data kegiatan ini dapat diakses pada laman 
https://bit.ly/diklatDA_efrydinata dengan menggunakan webtool 
Google Data Studio. 
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3. Permasalahan/Hambatan Pelaksanaan Pencatatan Aset Desa 
Hasil analisis menunjukkan data yang ada tidak dapat dijadikan 
patokan utama dalam menentukan prioritas pembinaan 
pengelolaan aset desa. Oleh karena itu, dilakukan penggalian 
informasi mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan yang 
menjadi hambatan pencapaian tujuan melalui wawancara dan 
obsevasi. Permasalahan yang dapat dirangkum antara lain: 

- aset tidak dicatat secara memadai; 
- catatan inventaris/aset hilang setelah pergantian Kepala Desa 

dan/atau perangkat terkait; 
- pengamanan aset secara hukum tidak memadai (tidak ada 

sertifikat, BAST, dlsb); 
- pengalihkuasaan penggunaan aset tidak dilakukan secara 

memadai; 
- nilai aset tidak diketahui; 
- aset hilang; 
- aset yang digunakan tidak diketahui kepemilikannya. 

Permasalahan di atas terjadi disebabkan oleh: 
- tidak adanya aturan khusus mengenai pengelolaan aset desa 

oleh Pemerintah Daerah; 
- kurangnya sosialisasi dan pembinaan mengenai pengelolaan 

aset desa; 
- lemahnya kualitas SDM Perangkat Desa; 
- kurangnya jumlah SDM Pemerintah Daerah dalam rangka 

pembinaan dan pengawasan; 
- belum disusun reward and punishment yang dapat mendorong 

peningkatan kualitas pengelolaan aset desa. 

4. Rekomendasi perbaikan 
Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
antara lain: 

- segera menyusun dan menerbitkan aturan khusus mengenai 
pengelolaan aset desa; 

- melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pengelolaan 
aset desa; 

- menambah jumlah SDM Pemerintah Daerah dalam rangka 
pembinaan dan pengawasan; 

- menyusun reward and punishment yang dapat mendorong 
peningkatan kualitas pengelolaan aset desa; 

- bekerja sama dengan pihak ketiga bila diperlukan. 
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5. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Analisis Data 
Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan analisis data ini 
antara lain: 

- kurangnya waktu pelaksanaan kegiatan di sela-sela penugasan 
di Perwakilan; 

- beberapa variabel data yang sekiranya layak untuk menjadi 
bahan analisis sulit diperoleh. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Kegiatan inventarisasi aset desa pada Kabupaten Tanggamus baru 
dilakukan pada tahap awal. Pemerintah Daerah belum menerbitkan 
aturan terkait tata kelola aset desa. Dengan mengingat jumlah desa 
yang relatif besar jika dibandingkan dengan jumlah SDM Pemerintah 
Daerah yang terbatas, maka diperlukan langkah-langkah yang terukur 
agar kegiatan pembinaan pengelolaan aset desa terhadap Pemerintah 
Desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, analisis data dilakukan dalam rangka menyusun 
strategi prioritas pembinaan. 
Hasil analisis menunjukkan nilai IDM hampir tidak memiliki korelasi 
terhadap jumlah desa yang telah melakukan input inventaris desa pada 
database. Begitu pula dengan nilai IKG. Oleh karena itu dibutuhkan 
variabel-variabel lain yang perlu dianalisis, yang mungkin memiliki 
pengaruh yang lebih besar seperti level pendidikan SDM Perangkat Desa, 
komitmen Kepala Daerah dan Kepala Desa, bentuk-bentuk reward and 
punishment dari Pemerintah Daerah, serta dan faktor-faktor lainnya. 

 


